' LEMBARAN 'DAERAH
'KABUPATEN DAERAH TlNGKAl‘ u SEMARANG

NOMOR :-ll- -TAHU 1981 SEHIf:'C NOMOR - -

3 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ‘DAERAH TINGKAT 1T SEMARANG
~ NOMOR 20" TAHUN 1980 -

‘"®ENTANG -
 PENYERAGAMAN PENOMORAN PERUMAHAN

 DENGAN RAHMAT TUHAN YARG-MAHA ESA -
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang A, bahwa guna terciptanya suasana ling
w‘_'kungan yang lebih indah dan tertib,
' maka dipandang perlu dengadakan pe-
- ‘Ryeragaman’ tarhauap pemberian nomor
nomor rumah pendudulk, bangunan - bg
. ngunan toko, kantor dan sebagaiiive.
" dalam seluruh wilayah. Kaoupaten Dag
‘rah Tingkat II Semarang ; -

'”1'16; hahwa dalam pelaksanaan penyelengga
' ‘raan penyeragaman penomoran perumalh
an tersebut perlu mengikuti pedoman

yang ditentukan oleh“Gubaraur &a-';_- -

' pala Dasrah Tingkat 1 Jawa Tengah -
sebagaimana tersebut dalam -gurat -
 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -
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Mengingat: 1.

3.

-2-

Jawa. Tengah tanggal 25 April 1978
No.OP.140/1/7 ;

bahwa untuk mengatur maksud huruf
(a) dan (b) tersebut, perlu di-
tetapkan dalar Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat JII Sema-

rang tentang Penyeragaman Penomop

an Perumahan,

Undang~undang No, S Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Femerintahan

41 Daerah (lembaran Negara R.I,

Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Re-

gara Nomor 3037 ) ;
. Undang-undang No. 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam linghkungan PrOpin
8l Jawa Tengah ;

Undang-undang No. 12/Drt. Tahun -
1957 tentang Peraturan Umum Retrj
busi Daerah. ' '

Dengan persetujuan Dewan Perwalkilan Rakyat Dae-
rabk Kabupaten Daerah Tingk#t Il Semarang.

HEMUTUSKAN

) Menetapﬁgg PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
QINGKAT I SEMARANG TENTANG PENYERA
"‘GAMAN PENOMORAN PERUMAHAN,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di-
maksud dengan :

a, Pemerintah Daerah adalah Pemerin

tah Kabupaten Daerah Tlngkat 1T
Semarang s ,

b. Bupati Kepala Daerah. adalah Bupa :

td Kepala Baerah Tingkat II  Se- .
marang H o




GCoe

-3 - i
Perumahan adalah rumah penduduk »

‘kantor, bangunan toko dan bang

an yang lain dalam wilayah Kabupg
ten Daerah Tingkat I1 Semarang ;

Jalan Protokol adalah jaringan ja

~lan utama yang menghubungkan kota

Semarang - Solo dan atau Semarang

:3, - Magelang

Q.

Jalan raya adalah jaringan jalan
besar yang disebut dalam Surat Kg
putusan Bupati Kepala Daerah ;

Kampung/Pedesaan adalah semua kap

_ pung/desa yang disebut dalam Su-

rat Kepntuaan Bupati Kepala Dag=-
rah ;

. Kas Daerah adalah Kas Daerah Ka-

bupaten Daerah Tingkat II Sema-
rang ;

Badan adalah semua badan dan per-

~ orangan,

(1)
(@)

3

1)

Pasal 2

Setiap Perumahan harus diberi ng
mor dan dinyatakan dengan Plat
Nomor,

Nomor perumahan sebagai dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini ditenty
kan oleh Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan penyelenggaraan no-

- mor perumahan dilakukan oleh Bu-

pati Kepala Daerah.
' Pasal 3

Ukuran Plat Nomor ferumanan ~die
golongkan dalam 3 (tiga) type/-
bentuk yaitu type. A, type B dan
type C.
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(2)

(3)

{4)

" tghan karat,

(L}

(2)

. Pemberian nomor perumahan yang terletak di

-

a. Type A adalah Plat nomor perumahan de=
ngan ukuran 17 X 32 Ca ; dipasang pada
perumahan yang terletak di tepl  jalan
Protokol atau Jalan Raya.

b. Type B adalah Plat Nomor perumahan  de-
ngan ukuran 14,5 X 27 Cm; dipasang pada
perumahan yang terletak dl dalam gang dan |
jalan yang ditentukan oleh Bupati Kepala |
Daerah. B

¢. Type C adalah Plat nomor perumahan de-
pgan ukuran 12 X 22 Cm;dipasang pada pe-
rumahan yang terletak di Kampung/Pedesasn

Bentuk/Type Plat nomor, warna dasar / nomor
perumahan dan komposipi gambar di atur da-
lam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bahan yang dipakai untuk pembuatan plat no-
mor perumahan diusahakan dari bahan Jang

Pagal 4

Pemberian nomor perumahan dilaksanaken se-
cara urut dimulal dari angka yang paling

kecil (nomor 1 ) sampal dengan angka  yang
paling besar dan dimulai dari jalan masuk
suatu jalan tertentu dengan mengambil titlk
pusat arah mata angin dari Timur ke Barat ,
Utara ke Selatan, Tenggara ke Barat Laut
ataun dari Timur Laut ke Baral Daya.

Pemberian nomor perumahan yang tidak dapat
dilaksanakan sesual dengan ketentuan s6-
bagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,di-
atur lebih lanjut dengan Bupati Kepala Dae-
rah. T

'Pasél > S

dalam gang dimulai dari mulut gang.
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Pagal 6

Pemberian -nomor perumshan yang terletak
tau di dalam gang yang letaknya diantara
jalan protokol dan jalan raya atau antara
"2 (dua) jalan raya dilakukan menurut ke-
" . tentuan sebagalmana dimaksud di dalam ayat

(1) pasal 4 Peraturan Daersh ini.

Pagal 7

(1) Perumaban yang terletak di sisi kiri Jalan,

_ gang diberi nomor dengan angka ganjil, se-
dang yang terletak di sisi kanan diberi dg
ngan angka genap.

(2) Untuk mementukan sisl kirl atau sisi kiri
kanan, diambil pedoman sebagaimana orang
yang berdiri dengan menghadap arah mata
angin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal 4 Peraturan Daerah ini., '

Pasal 8

Suatu kompleks yang terdiri lebih dari sa-
fu perumahan, maka pemberian nomoraya da=-
?at dilakukan sesual dengan ketentuan ayat
2) pasal 9 Peraturan Daerah ini.,

- Pasal 9

(1) Perumahan yang didirikan kemudian di atas
tanah milik asal salah satu perumahan yang
telah bernomor, pemberian nomornya dilaku-
kan dengan menggunakan nomor perumahan yang
bersangkutan deangan menambahkan abjad hue
ruf latin di belakang angka.

(2) Apabila yang didirikan di atas tanah  tep
sebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
ayat (1) pasal ini, lebih dari satu  pe=

- rumahan, pemberian nomornya dilakukan de-

- hgan menggunakan nomer perumahan yang ber-
sangkutan dengan menambahkan abjad  huruf
%atig di belakang angka secara  berturut-

urut, _
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- Pagal 10

Setlap pemilik atau kuasanya atas sebidang ta
' nah yang belum/akan didirikan perumahan, di-
wajibkan untuk menyediakan nomor perumahan up
tuk sewaktu-waktu dipergunakan apabila =~ di-.
Pagal 11 3
(1) Pemilik, orang atau suatu badan yang me-
nguasal atav menggunskan perumshan  yang
telah diberi nomor perumahan dikenakan bj
aya sebagal pengganti jasa yang basarnya
ditetapkan dengan surat Keputusan DBupati
Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah
Tingkat II Semarang, dengan berpedoman p%
da Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Jawa Tengah tanggal 2 Oktober 1980 No.4lh,
3/17908 tentang Penyeragaman Penomoran -
Rumah Penduduk, Bangunan Toko dan lain sg
bagainya. S -

(2) Pemilik atau penghuni perumahan yan%_ ti-
dak mampu yang didasarkan atau surat ke-
terangan yang dikeluarkan oleh Kepala De-.
ga atau pejabat yang berwenang dibebaskan
dari biaya sebagai dimaksud dalam ayat(l)
Pasal ipi. - o : S

" Pasal 12 o
(1) Semua pendapatan dari penggantian  biaya
sebagal dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11
Peraturan Daerah 1ni dimaKsukkan ke = Kas
~ Daerah. 3 —— j:';_’”- Seg g S
(2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemberi-
‘an penomoran perumahan dibebankan kepada
Anggaran_Pandapatan.dan Belanja_Daqrgh,
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Pagal 13

ypala Keluarga, Pengurus, Pemilik atau Peng-
nd: suatu perumahan diwajibkan untuk memelihg
#8 Plat nomor perumahan masing-masing yang te-
‘1ah dipasang agar tetap tampak bersih dan ter-
" pasang ditempatnya dengan baik.

Pasal 14

(1) Pemberian nomor perumahan berlaku untuk -
Jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan herg
gistrasi dan diacakan pembabaruan nomor peg
rumahan,

(3) Nomor Perumahan yang dianggap oleh Bupati
Kepala Daerah sudah tidak memenuhl syarat,
harus diperbaharui (diganti).

Pagal 15

Apabila nomor perumahan berdasarkan Peraturan
Daerah ini telah dipasang, maka nomor perumah-
an yang lama diharuvskan untuk sementara tetap
dipasang di dalam ruang tamu perumahan yang
bersangkutan sampai dengan beregistrasi npomor
perumahan yang pertama. _ '

Pasal 16

Kepala Keluarga, Pengurus, Penghuni atau Pe-
milik suatu perumahan ysng melanggar ketentuan
gasal 2 ayat (1), 10, 13 dan pasal 15, diancam
engan hukuman kurungan selama-lamanya 7 (tu-

Juh) hari atau denda setinggi-tingginya -
. 10.000,~ ( sepuluh ribu rupiah ).
/ ~ Pasal 17

/E
Hal-hal yarg belum diatur dalam Peraturan Dae-
rah inl gan diatur kemudian, sepanjang menge- . ... -
. hal peleksanaannya. b TR o coa PR

s o
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_ Pasal 18 |
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t*nggal
diundangkan.- s L S : i

| -nng'ar'an-_, 11 Desember 1980.-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT = BUPATI KEPALA DAERAH

DAERAH KABUPATEN DAERAK ~ TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG. len gt

KETUA | o

(SIPAR HARDJO SOEMARTO) (Ir. ‘SOESMONO MARTOSISWOJO)

gyahican dengan Surat Keputnsan Gubernur Kg‘i
pala Da: . Tingkat I Jawa Tengah Tangsal 28 Ap— :
ril 1981 Nonor 1883/1#0/1981._ .

Diundangikan Dalam Lembaran Béerah Kabup ten |
Daerak Tingkat II Semarang Nomor 11 tanggal 12
Mei 1981 Seri C Nomor 1, _

Py, Sekretar.is.;.wilay'%h/ Daélj@"
T A |

. BAMBANG smwmnom__
NIP 0100267141;.-
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 SEMSRANG
NOMOR 20 TAHUR 1980
TENTANG
PENYERAGAMAN PENOMORAN RUMAH

Peraturan Daerabh ini dibentuk untuk mem-
berikan landasan hukum dalam mengatur penyeragag
an nomor perumahan dalam wilayah Kabupaten Dae~
rah Tingkat II Semarang, Rumah-rumah penduduk ,
bangunan~bangunan toko, kantor dan bangunan&izgs
laip pada umuAmnya masing-masing telah memili
nomor perumahan dengan plat nomor dari . bahan
jan bentuk yahg berbeda-beda. Akan tetapli ~so~
baliknya ada pula perumahan suatu jalan terten-
tu masih kita jumpal belum memiliki nomor pe-
rumahan. - s B

Dengan semaklin bertambahnya pembanguhan -
perumahan, maka dijalan-jalan tertentu kita akar
temul nomor-nomor perumahan yang sudah tidak
wrut lagi, = 5 snpiagas

Hal-hal yang demikian di atas di samping
akan menimbulkan kesan yang kurang sedap  die
pandang, juga dirasakan tidak adanya suatu ke~
tertiban serta menyulitkan seseorang untuk mep
lapatkan suatu alamat tertentu.

_ Penyeragaman penomoran perumahan yang di-
adakan oleh Pemerintah Daersah ini mempunyail majp

sud dan tujuan : . _
a. Adanya tertib nomor perumshan gepan-
Jang waktu, walaupun bersamaan dengan
. 1tu pembangunan perumshan semakin hari
' semakin bertambah. .
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A

e

b, Memberikan suatn pelayanan pula kepada
anggota masyarakat luas, yaitu hahua
Oorang akan merasa lebih mudah menemu-
kan suatu alamat tertentu hal indi di-
sebabkan pula di dalam Peraturan Dae-
rah ini telah diberikan ketentuan pe-
doman yang cukup berarti bagli setiap
masyarakat untuk mencari suatu nomor
gerumahan di suatu Jalan tertentu.
erdapatnya suatu keseragaman di da-
lam pemberian nomor perumahan, bailk
mengenai bentuk, warna dan letak pe-
masangannya.

Pelaksanaan Peraturan Dasrah ini membaws
akibat-akibat hukum yang besar di dalam kshidup
an masyarakat, Oleh karema itu Pemerintah Dae-~
rah memberikan masa transgisi selama tidak ku- ¢
rang dari 5 (lima) tahun untuk mengadakan pe~ -
rubshan dari nomor perumahan yang lama ke nomor
perumshan yang baru berdasarkan Peraturan Dae-
rah ini. Dalam jangka waktu tersebut kemungkin-
an besar akan timbul kesulitan-kesulitan di da-
lam mengadakan suatu huoungan hukum antara ang-
gota masyarakat satu dengan lainnya ataun antara
anggota masyarakat dengan suatu badan atau sua-
tu badan dengan badan yang laim, i
Misalnya suatu perumahan, kemungkinan akan ter- %
Jadi hal yang demikian : dahulu menggunakan no=-
uor dengan angka kecll, akan tetapi dengan Per- |
aturan erah ini telah diganti dengan nomor pg
rumahan dengan angka yang lain/besar atau se-

e N S R

Ce

baliknys, maka hal ini berarti perumahan ter-
sebut telah berubah alamatnya (nomornya) walau-
pun nama Jalan wmasih tetap semula. Oleb karena
itu penghuni atau pemilik perumahan tersebut hg
rus mengadakan pemberitahuan atas perubahan -
alamatnya sehingga pengiriman surat kepadanya
atau pembuatan rekening air, listrik, Kartu Tan
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~Penduduk lain gebagainya atas namanys diada-
- perubahan nomor perumshan. Penggantian buk-
44 pemilikan tanah, ijin usaha dan lain sebagai
‘pya yang dengan perkataan lain gemua perbuatan
‘dalem artl yang luas yang menyangkut alamat pe-
rumahan yang bersangkutan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan me-

pgatur sebaik-baiknya dan turut pula membantu
pihak-plhak yang bersangkutan melalui instansi
yang ada di Daerah. :

i el s, AR il ARt _ [ i P H i. .
Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pagal 2 : meliputl pemasangan dan peng -

gantian nomor perumahan.
Pagal 3 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Dapat ditunjuk dengan  contoh
misalnya : asrama, beberapa pg
rumahan yang berdiri dalam su-
atu pekarangan yang ditunjuk -
kanh dengan batas perumahan.

Pasal 9 s/d 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 + Pagal ini banya berlaku bagi -
perumahan? yang terkena pe-
rubshan angka nomor perumahan,
sehingga nomor yang dahulu/se-
mula tidak sama dengan nomor -
yang baru.

Ketentuan dalam pasal inl dimaksud agar dalams
masa peraliban nomor perubahan yang lama masih
dapat dipaksl untuk menyelessikan perubanan
alamat pade surat2 buktl pemilik dan surat ke-
terangan laln dan lain sebagainya.




)

Dalam pelakaanaan nanti, agar perumahan
yang terkena perubahan anska nomor dibari aurat
keterangan. .

Pagal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jjelas. -
: Cukup jelas.

Pasal 18
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